
Executive Summary 

Pola karier dilaksanakan sebagai bagian dari sistem manajemen talenta dan sistem 

informasi ASN. Oleh karena itu dengan adanya pola karier, maka lintasan karier setiap PNS 

semakin terbuka lebar. Jalur karier tersebut dapat berbentuk horizontal, vertikal, maupun 

diagonal dan dapat dilalui secara reguler atau melalui percepatan/fast track. Pola karier 

semakin memberikan kepastian terhadap arah alur karier yang akan ditempuh oleh masing-

masing PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan maupun berdasarkan rencana suksesi sehingga dapat meningkatkan 

profesionalitas PNS. Terlepas dari tarik menarik politis dalam birokrasi, seharusnya tidak 

memengaruhi karier seorang PNS. Dalam birokrasi/ sektor publik karier PNS merupakan 

kemajuan seseorang yang dicapai dalam jabatan dan pangkat selama dia masih aktif dalam 

pekerjaan. Kemajuan tersebut seharusnya bersifat terbuka dan transparan prosesnya bagi 

setiap PNS dalam hal mendapatkan kedudukan jabatan tertentu, kenaikan pangkat, 

kesempatan memasuki pendidikan dan pelatihan, pemindahan serta alih penugasan. 

Pemerintah Kota Bontang menganggap penyusunan dan penetapan pola karier PNS di 

lingkungan Pemerintah Kota Bontang menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai 

pemenuhan terhadap amanat peraturan perundangan yang berlaku tersebut 

Prinsip yang diterapkan dalam kebijakan penyusunan pedoman Pola Karier PNS 

adalah sebagai berikut: Kepastian, Profesionalisme, Transparan, integritas, Keadilan, 

Rasional, dan Nasional. Dalam penyusunan pedoman Pola Karier ini dilakukan upaya 

pengumpulan data melalui metode stock-taking dengan pendekatan library research dan 

penggalian data lapangan. Adapun jenis pendekatan ilmiah yang dilakukan adalah mengacu 

pada pendekatan deskriptif kualitatif.  Ruang lingkup pola karir yang dijadikan pedoman 

meliputi: jenis jabatan, profil PNS, standar kompetensi PNS, dan jalur karir. Adapun 

pengembangan pola karir dilakukan berdasarkan pada dasar pengembangan karir 

(kualifikasi, kompetensi, penilaian, penilaian kinerja obyektif, kebutuhan perangkat daerah, 

integritas, dan moralitas), bentuk pengembangan karir (mutasi, promosi, dan penugasan 

khusus), dan rencana pengembangan karir (jenis/profil jabatan, jenjang, standar 

kompetensi, pengembangan kompetensi dan pembinaan karir, profil pegawai, masa kerja, 

kelas jabatan, pengalaman jabatan, profil dan struktur organisasi, peta jabatan, penilaian 

kinerja),  

Pengembangan kompetensi merupakan bagian dari pedoman pola karir. 

Pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan kompetensi yang meliputi 

Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dilakukan paling 

sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui: 

pendidikan (tugas belajar dan izin belajar), pelatihan (klasikal dan non klasikal), dan penilaian 

kompetensi (kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural, dan 

kompetensi pemerintahan. Penilaian kompetensi dapat dilakukan oleh asesor internal 

pemerintah daerah atau bekerjasama dengan assessor independen. Penilaian kompetensi 

dapat dilakukan secara berkala dan berlaku paling singkat 2 (dua) tahun sejak hasil penilaian 

kompetensi ditetapkan. 

Pelaksanaan pola karir terdiri atas: pola karir PNS, Kelompok rencana suksesi, dan 

pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian, serta masa persiapan pension. 



Pelaksanaan Pola karir PNS terdiri atas: Pola karir JPT Pratama, Pola karir Jabatan 

Administrator dan Pengawas, Pola Karir jabatan Pelaksana, serta pola karir jabatan 

fungsional. Kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK memperhatikan hasil 

penilaian kompetensi yang dilakukan oleh Asesor Internal Pemerintah Daerah dan/ atau 

bekerjasama dengan Asesor Independen. Kelompok tersebut berisikan kelompok PNS yang 

memiliki: kompetensi sesuai klasifikasi jabatan, memenuhi kewajiban pengembangan 

kompetensi, serta memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun 

terakhir. Adapun pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian terdiri atas: 

pengangkatan dalam jabatan (dilakukan dengan memperhatikan formasi, syarat jabatan, 

dan Kelompok Rencana Suksesi serta penyusunan formasinya didasarkan pada Analisa 

Jabatan dan Analisa Beban Kerja), perpindahan dalam jabatan (dilakukan dengan 

memperhatikan formasi, syarat jabatan, unsur-unsur pola karier, dan prinsip larangan 

benturan kepentingan. Perpindahan PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan), dan pemberhentian dalam jabatan (ditetapkan oleh PPK 

dengan tetap memperhatikan pada peraturan perundang-undangan). Masa persiapan 

pensiun meliputi persiapan pensiun (diberikan jangka waktu paling lama 1 tahun, dan 

dilakukan pembekalan), pensiun (sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS 

dengan hak pensiun, pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, 

atau JPT, pemberhentian yang mengakibatkan kehilangan statusnya sebagai seorang PNS, 

dan PNS yang telah purna tugas diwadahi melalui Persatuan Wredatama Wilayah). 

Indikator keberhasilan pelaksanaan Pola Karier dilihat dari kesesuaian proses 

(perencanaan hingga pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara efektif dan efisien). 

Perlu untuk dipastikan tidak ada penyimpangan dari rencana yang telah disusun sehingga 

dalam pelaksanaannya dapat membantu tercapainya visi dan misi daerah. Pemantauan 

pelaksanaan kebijakan Pola Karier PNS perlu dilakukan dan sebagai keluaran (output), 

setidaknya berisi: identifikasi kebutuhan, hasil implementasi kebijakan pola karier, rencana 

pengembangan, dan juga penempatan. Evaluasi juga perlu dilakukan sebagai upaya 

penilaian yang subyektif dan sistematik terhadap kondisi pelaksanaan kebijakan Pola Karier 

PNS yang diimplementasikan, data kemajuan yang telah dicapai, tantangan yang dihadapi, 

gap yang dimiliki, serta perbaikan yang diperlukan agar semakin optimal dalam pelaksanaan 

Kebijakan Pola Karier PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. 

Perlu diperhatikan di dalam penyusunan pedoman pola karir PNS di lingkungan 

Pemerintah Kota Bontang adalah: penyusunan Pedoman Pola Karier perlu diatur lebih lanjut 

dan ditetapkan dalam sebuah Peraturan Walikota, seluruh pimpinan Perangkat Daerah/ Unit 

Kerja perlu segera mengimplementasikan kebijakan Pola Karier PNS, perlu dilakukan 

internalisasi kebijakan Pola Karier PNS guna mendapatkan kesamaan persepsi dalam 

penerapannya, secara periodik perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan Pola Karier PNS. Dalam draft Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pola Karir 

PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat sebelas bab dan tiga puluh tujuh pasal yang 

mengakomodasi ruang lingkupnya,  


